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RINGKASAN 

 

Mekanisme Pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

Pensiunan PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember, Umi 

Hamidatul Ghofaroh, 030903101069, 2006. 

 

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat besar disamping 

penerimaan-penerimaan negara yang lain. Salah satu pajak yang harus dibayarkan 

Wajib Pajak ke kas negara adalah Pajak Penghasilan, dimana sudah diatur dalam 

Undang-undang Perpajakan no. 16 perubahan kedua atas Undang-undang no. 6 tahun 

1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang no. 16 tahun 2000, dimana setiap 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negara sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan 

kegiatan diwajibkan atas gaji itu untuk dikenakan Pajak Penghasilan (khususnya 

pasal 21). Tujuan penulis adalah untuk mengetahui Mekanisme Pemotongan, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan PT. Pos Indonesia (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Jember. 

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan digunakan 2 

(dua) cara, yang pertama penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas uang Pensiun 

yang dibayarkan secara berkala (bulanan) dan yang kedua dilakukan secara bulanan 

pada tahun kedua dan seterusnya. Laporan magang ini dilakukan di PT. Pos Indonesia 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember mulai tanggal 23 Januari 2006 s/d 23 Februari 

2006, dan objek yang diambil adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan. 

Kesimpulan yang Penulis dapat dari hasil Laporan ini adalah bahwa 

Mekanisme Penyampaian Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiunan di PT. Pos 

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember sudah baik, karena dalam 

melaksanakan penyetoran , pelaporan pajaknya tidak pernah terlambat, hal ini 

dilaksanakan guna menghindari kesulitan dan denda yang dikenakan jika terlambat 

melakukan penyetoran dan pelaporan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik 

material maupun spiritual (Waluyo, 2000:2). Untuk dapat merealisasikan tujuan 

tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. 

Kegiatan pembangunan yang dilakukan bangsa kita adalah usaha 

pembangunan yang telah di gariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 

mewujudkan rakyat adil dan makmur serta agenda reformasi yang dilakukan oleh 

pemerintah guna mewujudkan pemerataan pendapatan rakyatnya. 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara 

dalam biaya pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam 

negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna 

bagi kepentingan bersama.  

Banyak pengertian tentang pajak dan ahli-ahlipun banyak yang berbeda dalam 

menafsirkan tentang pajak itu sendiri. Salah satu ahli perpajakan yang mendefinisikan 

pajak adalah Djajadiningrat (dalam Munawir, 1999:2). Pajak adalah “sebagai suatau 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekeyaan ke kas negara disebabkan suatu 

keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan 

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk 

memelihara kesejahteraan umum”. Pemerintah memungut pajak terutama atau 

semata-mata untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin 

maupun untuk pembangunan. Fungsi pajak dalam perekonomian suatu negara adalah 

dua macam yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Fungsi budgeter adalah suatu 

fungsi pajak sebagai alat untuk mendapatkan penghasilan bagi negara, biasanya dari 

fungsi ini akan dikeluarkan suatu aturan yang bertujuan akhir meningkatkan 
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penerimaan pajak. Fungsi reguler adalah fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan 

untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga, sumber keuangan dapat 

berupa gaji, upah atau laba dari usahanya. Sedangkan bagi suatu  negara, sumber 

keuangan yang utama selain MIGAS  adalah Pajak dan Retribusi. Ada berbagai 

sumber penghasilan suatu negara antara lain : kekayaan alam, laba perusahaan, 

royalti, restribusi, kontribusi, bea, cukai, denda pajak. 

Saat ini pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan 

pembangunan bangsa. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat 

hukum yang mengatur “ Perpajakan “ terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah 

adanya keadilan pengenaan pajak. Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian 

undang-undang pajak. 

Pajak dikenakan bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan 

ketentuan dan undang-undang yang berlaku dan bisa dikategorikan sebagai subyek 

pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengenaan tersebut pemerintah membuat 

kebijakan yang mencakup undang-undang serta peraturan-peraturan dan ketentuan 

lain yang sifatnya mengikat guna menjamin kepastian hukum. 

Berbagai upaya telah dilakukan baik Ekstensifikasi maupun Intensifikasi 

pajak. Intensifikasi pajak adalah perubahan dalam bidang perpajakan yang berasal 

dari dalam perangkat perpajakan itu sendiri. Seperti peningkatan tarif pajak. 

Sedangkan Ekstensifikasi Pajak adalah perubahan perpajakan yang bersifat meluas, 

seperti peluasan obyek dan subyek pajak. Dengan adanya sistem ini  dapat 

merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan dalam 

masyarakat. Sedang pemerintah dalam hal ini, aparat perpajakan (fiskus) hanya 

melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban 

perpajakan tersebut berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 


